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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
xi
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a A
xii
 ِا Kasrah i I
 ُا ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i
 َو fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama
Huruf  dan
tanda
Nama
 َي… /  َا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di atas
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
xiii
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼﱠ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā
xiv
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis
mendatar ( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
xv
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
ءﻲﺷ : syai’un
تﺮﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh.
Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
xvi
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
xvii
Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr
Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta’ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M = Masehi
QS…/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Farida Tahir
NIM : 10500113215
Judul : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI (Studi di PT Pegadaian
(Persero) Cabang Polewali Mandar)
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analasis yuridis perjanjian gadai
di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Pokok masalah tersebut
selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa submasalah yaitu bagaimana pelaksanaan
perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan bagaimana
proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang
Polewali Mandar.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif.
Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan cabang, pegawai
PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan nasabah PT Pegadaian tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian langsung
kelapangan. Untuk pengumpulan data di peroleh dari observasi, wawancara dan  angket.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab mengenai pelaksanaan perjanjian
gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar belum efektif karena masih
banyak nasabah yang tidak mengindahkan pelaksanakan perjanjian gadai tersebut
sehingga yang terlaksana yakni hanya 57% dan pelaksanaan perjanjian gadai yang tidak
terlaksana 43% dari jumlah presentase 100%. Sementara itu, proses penyelesaian
wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar adalah
1) bagi nasabah yang tidak membayar angsuran kredit atau jatuh tempo maka pihak PT
Pegadaian akan menegur nasabah dengan cara menelepon, SMS, menyurati nasabah dan
upaya terakhir yang diambil yaitu dengan cara parate eksekusi atau pelelangan, 2)
mengenai pemberian ganti kerugian atas barang jaminan nasabah yang hilang dengan
mengganti kerugian membayar secara penuh atau keseluruhan sedangkan barang
jaminan yang rusak dapat dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian sebesar 125%
dari nilai taksiran barang yang tercantum dalam SBK atau bisa lebih sesuai dengan
kesepakatan serta kebijakan dari pihak PT Pegadaian itu sendiri.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila
seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak
(urgent) sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara
meminjam uang atau berhutang kepada orang lain.
Dalam pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan bidang
politik dan ekonomi, Negara memegang peranan penting dalam penentuan cara-
cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga-lembaga kredit. Sesuai dengan
pertimbangan ekonomi yang ada, ditentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan
kredit-kredit investasi dalam industri. Pertumbuhan ekonomi yang demikian
dimungkinkan pemberiam kredit dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak
sebagai jaminan.
Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari,
baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan
lainnya. Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang
tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak
bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman
tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada
pihak peminjam atau kreditur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman
yang telah diberikan.
2Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya
benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, pasal 1150 sampai dengan
pasal 1160. Benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak,
maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku.
Gadai  diperjanjikan  dengan   maksud  untuk  memberikan  jaminan  atas
suatu  kewajiban  prestasi  tertentu,  yang  pada  umumnya  tidak  selalu
merupakan perjanjian  hutang  piutang  dan  karenanya  dapat  diketahui  bahwa
perjanjian gadai mengabdi kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai
tersebut merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. Pada prinsipnya, barang
gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.1
Dasar hukum gadai dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 283. Allah swt.
berfirman:
                               
                              
       
Terjemahan :
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”2
1J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002,
h. 100.
2Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Quran, 2002), h. 71
3Kutipan ayat ( ٌﺔَﺿُﻮﺒْﻘ ﱠﻣ ٌنَﺎھَِﺮﻓ) “Maka hendaknya ada barang tanggungan yang
dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan.
Akan tetapi, jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan),
hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.3
Dalam Tafsir Fi Zhilalil penjelasan mengenai QS al-Baqarah/2: 283 sebagai
berikut:
Disini syari’ menyadarkan hati orang-orang yang beriman agar bersikap
amanah dan setia dengan didorong oleh rasa takwa kepada Allah saw. Hal ini
merupakan jaminan terakhir untuk melaksanakan syariat Allah saw. secara
keseluruhan dan mengembalikan harta, barang jaminan kepada pemiliknya, serta
memeliharanya dengan sempurna.
Orang yang berhutang adalah memegang amanat yang berupa utang, dan
yang berpiutang memegang amanat berupa barang jaminan dari yang berhutang.
Kedua-duanya diseru untuk menunaikan amanat masing-masing atas nama takwa
kepada Allah swt.
Sebagian pendapat mengatakan bahwa ayat ini menasakh (menghapus) ayat
yang memerintahkan menulis, dalam keadaan sama-sama dapat dipercaya. Akan
tetapi, kami tidak berpendapat demikian karena menulis itu wajib dilakukan dalam
urusan utang piutang kecuali dalam keadaan bepergian. Sedangkan, memegang
amanat itu merupakan masalah khusus dalam kondisi seperti ini. Orang yang
berhutang dan yang berpiutang dalam keadaan seperti ini adalah sama-sama
memegang amanat.
Dibawah bayang-bayang perhatian kepada takwa ini selesailah pembicaraan
tentang persaksian pada waktu sedang berperkara, bukan pada waktu melakukan
3Burhanuddin S., Fiqh Muamalah Pengantar Ekonomi Islam, Yogyakarta: The Syariah Institute,
2009, h. 176.
4transaksi karena ini merupakan amanat di pundak saksi dan di dalam hatinya.
Pengungkapan kalimat disini ditekankan pada hati. Maka, dinisbatkanlah dosa
kepadanya, untuk menarik hubungan antara penyembunyian dosa dan
penyembunyian persaksian, yang kedua-duanya merupakan perbuatan yang terjadi
di lubuk hati. Disudahilah dengan ancaman yang terselubung. Maka,
disebutkan-Nya bahwa tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Dialah yang
akan membalasnya karena dia mengetahui dosa yang tersembunyi di dalam hati.4
Dalam Hadis Rasul saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah ra., ia
berkata :
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ىَﺮَـﺘْﺷا ْﺖَﻟَﺎﻗ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ﱟيِدﻮُﻬَـﻳ ْﻦِﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو
 ُﻪَﻨَﻫَرَو ٍﺪﻳِﺪَﺣ ْﻦِﻣ ﺎًﻋْرِد
Artinya:
“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan
cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi
beliau sebagai jaminan”. (HR Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No.
1603)5
Terdapat hadis lain yang menerangkan:
ﻋﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا َﱃِإ ﻰَﺸَﻣ ُﻪﱠَﻧأ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ٍﺲََﻧأ ْن ِﺰُْﺒِﲞ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ٍﲑِﻌَﺷ
 ِﺔَﻨﻳِﺪَﻤْﻟِﺎﺑ ﱟيِدﻮُﻬَـﻳ َﺪْﻨِﻋ ُﻪَﻟ ﺎًﻋْرِد ﻦَﻫَر ْﺪَﻘَﻟَو ٍﺔَﺨِﻨَﺳ ٍﺔَﻟﺎَﻫِإَو ِﻪِﻠْﻫَِﻷ ًاﲑِﻌَﺷ ُﻪْﻨِﻣ َﺬَﺧَأَو
Artinya:
“Dari Anas ra. bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari
gandum dan sungguh Rasulullah saw. telah menangguhkan baju besi
4 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dibawah naungan Al-Quran Jilid 1, cet. 1, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2000), h. 395
5Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim, (No. 970, Cet. 2; Bandung: Jabal, 2013), h.372.
5kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum
dari seorang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi”. (HR Bukhari II/729
(no. 1963) dalam kitab Al-Buyu’).
Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist di atas, menunjukkan bahwa
transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi saw. pernah
melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai
itu dengan pengecualian jika adanya unsur riba yang terdapat di dalamnya.
Memperjanjikan  suatu  jaminan  kebendaan,  seperti  memperjanjikan gadai
atau  hipotik  dan  jaminan  kebendaan  lainnya,  pada  intinya  adalah melepas
sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai  demi
keamanan  kreditur  yaitu  dengan  mencopot  kekuasaannya  untuk memindah
tangankan benda itu.6
Mekanisme gadai terbentuk antara kreditur dengan debitur, hubungan
hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu
dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena
kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai jaminan kepada
kreditur.
Pada masa krisis, Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan
dalam pembiayaan khususnya usaha kecil. Pegadaian yang ada sekarang
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berbentuk
Perum yang merupakan BUMN yang mempunyai misi untuk menyediakan
pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada
6R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung:
Alumni, 1986), h. 27
6masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. Hukum gadai yang dijadikan dasar
dari Pegadaian adalah berasal dari tahun 1928, yaitu Aturan Dasar Pegadaian
(Pandhuis Reglement).
Lembaga gadai pada awalnya berbentuk dinas pegadaian selanjutnya diubah
menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1960.
Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969, kedudukan Perusahaan Negera Pegadaian
diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Jawatan Pegadaian pada waktu itu
berada di lingkungan Departemen Keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh
Direktorat Jendral Keuangan, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 39/MK.6/2/1971. Pada Tahun 1971 sampai Tahun 1990 Pegadaian berstatus
sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian, yang selanjutnya berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, Perjan Pegadaian
berubah kembali statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000.7 Perum Pegadaian
berubah lagi statusnya menjadi Perusahan Persero yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011  tentang  Perubahan Bentuk
Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero. Dengan perubahan
status dari Perum menjadi PT Pegadaian (Persero), maka Pegadaian diharapkan
akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, business oriented
tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar
hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah
7Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h.
459-460.
7dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat yang sesuai dengan mottonya yaitu
“Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.8
Masyarakat yang menggadaikan barang berharga miliknya di PT Pegadaian
akan mendapatkan bukti berupa Surat Bukti Kredit (SBK) dan mereka akan
menerima uang. Bagi masyarakat yang menggadaikan barangnya di pegadaian
maka secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian gadai.
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk
mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perjanjian memberikan kepastian
bagi penyelesaian wanprestasi, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas
hubungan hukum.9
Cara kerja PT Pegadaian yang mendasarkan pada perjanjian itu, secara tegas
telah diatur dalam pasal 1754–1769 KUHPerdata. Surat Keputusan Direksi PT
Pegadaian nomor SM.2/1/29 tentang organisasi dan tata kerja PT Pegadaian
tertanggal 27 oktober 1990, surat keputusan direksi tersebut pada pasal 3
menegaskan bahwa PT Pegadaian bertujuan turut melaksanakan dan menunjang
pelaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional
pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan
mencegah praktek ijon pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya
yang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.
Kep.39/MK/6/1/1971.
8Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Edisi 2, Cet. 2; Jakarta: Lembaga Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 501-502.
9I Ketut Artadi Dan I Dewa Nym. Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum
Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar: Udayana University Press, 2010, h. 28.
8Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang
berwenang menguasai bendanya. Benda itu bisa dipegang oleh kreditur penerima
gadai yang selanjutnya disebut sebagai kreditur pemegang gadai atau oleh pihak
ketiga, yaitu pihak ketiga pemegang gadai karena benda gadai ada ditangan
pemegang gadai, seakan-akan benda gadai ada di dalam genggaman pemegang
gadai, jadi benda gadai pada asasnya ada dalam kekuasaan pemegang gadai.10
Jika pemegang gadai beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai
yang tidak berwenang menguasai itu. Ukuran dari itikad baik di  sini ialah bahwa
pemegang gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak
disanksikan.11 Kreditur mendapat perlindungan karena hak-hak tersebut kreditur
akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya.
PT Pegadaian dalam menangani barang gadaian milik debitur atau nasabah
tidak selamanya berjalan dengan lancar. Seperti barang jaminan gadai milik
nasabah menjadi rusak bahkan hilang dalam penyimpanan karena alasan force
majeure (bencana alam) atau juga dikarenakan kelalaian dari pihak PT Pegadaian
tersebut. Sebaliknya, masih banyak ditemukan nasabah yang tidak mampu
membayar angsuran kreditnya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian
kepada PT Pegadaian sehingga dikatakan wanprestasi.
Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian
yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS
PERJANJIAN GADAI (Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali
Mandar)”.
10J. Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 9.
11Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai  dan fidusia, (Bandung:
Alumni, 1981), h. 59.
9B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar. Pada
penelitian ini juga penulis akan mengkaji bagaimana proses penyelesaian
wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar.
2. Deskripsi Fokus
Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu
pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak
itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Indonesia).
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang
telah ditetapkan dalam perikatan.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diajukan beberapa pokok
permasalahan yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun
rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali
Mandar ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT
Pegadaian Cabang Polewali Mandar ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali
Mandar.
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b) Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT
Pegadaian Cabang Polewali Mandar.
2. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :
a) Kegunaan Teoritis
Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang
berguna untuk perkembangan hukum dan khususnya hukum tentang perjanjian
gadai di PT Pegadaian.
b) Kegunaan Praktis
Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau
masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang  menyangkut
penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi pelanggaran oleh  salah  satu  pihak di
dalam  perjanjian  gadai di PT Pegadaian.
E. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian mengenai analisis yuridis perjanjian gadai di
PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar, penulis menemukan referensi yang
berkaitan dan menjadi bahan perbandiingan sekaligus pedoman dalam penelitian
ini, diantaranya:
1. Buku yang berjudul “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)” oleh Salim
H.S., yang membahas tentang enam bagian, yaitu: bagian pertama hukum
perdata, bagian kedua hukum orang, bagian ketiga hukum keluarga bagian
keempat hukum benda, bagian kelima hukum waris dan bagian keenam hukum
perikatan. Kesemuanya diuraikan secara rinci dengan disertai contoh-contoh
dan diperbandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada sedangkan dalam
penelitian ini lebih membahas tentang perjanjian.12
12Wawan Muhwan Hariri, HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 359.
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2. Buku yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” oleh Julius R.
Latumaerissa. dalam buku ini menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan
dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB), dan Lembaga Keuangan Lainnya (LKL). Buku ini juga menjelaskan
dengan lengkap apa itu uang dan segala aspek yang berhubungan dengan uang
itu sendiri, mengingat peran penting uang dalam transaksi ekonomi yang
berkaitan dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan pada
penelitian ini, masalah yang akan dibahas mengenai pelaksanaan perjanjian
gadai di PT Pegadaian.13
3. Buku yang berjudul “Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional
(Suatu Kajian Kontemporer)” Oleh Sasli Rais. Dalam bukunya ini mengkaji,
meneliti, dan mengkaitkan dalam pembahasanya mengenai konsep Ekonomi
Syariah, Konsep Gadai Syariah, Teori Gadai Konvensional, dan Praktik Sistem
Operasional Gadai Syariah, serta prospeknya di masa kini dan yang akan
datang (kajian kontemporer). Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas
tentang perjanjian gadai di PT Pegadaian.14
4. Buku yang berjudul “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah” Oleh
Burhanuddin S. Dalam bukunya mencakup pembahasan tentang: Perbankan
Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah,
Perusahaan Pembiayaan, serta Upaya Aplikasi Prinsip Syariah Dalam Dana
13Julius R Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.
572.
14Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer),
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, h. 214.
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Pensiun. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang gadai di
Pegadaian.15
5. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda
Milik Debitur Oleh PT Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus
PT Pegadaian Cabang Pekan Baru)” yang diselesaikan pada Tahun 2013 oleh
Ides Puspita Sari. Dalam skripsinya dibahas mengenai nilai-nilai positif yang
ditimbulkan dari prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap
benda milik debitur oleh PT Pegadaian apabila debitur wanprestasi dan
Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh PT Pegadaian dalam pelaksanaan hak
retensi. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang pelaksanaan
perjanjian gadai di PT Pegadaian dan proses penyelesaiannya.16
15Burhanuddin S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.
220
16Sari, Ides Puspita. Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh
Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekan Baru).
Skripsi. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sulatan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2013, h.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian - pengertian
1. Pengertian Perjanjian
Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II
Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Digunakannya kata “atau” di antara kata
“kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum
menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda.
Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti
kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau
persetujuan yang tertulis1, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan.
Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki
arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesangguppan pihak tertentu
melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut dengan prestasi
berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan
sesuatu (Pasal 1234 BW).2
Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling
berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut subekti, perjanjian adalah
peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.3
1 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979, h. 1
2 Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Makassar: Alauddin
University Press, 2013, h. 141.
3 Subekti, Hukum Perjanjian, (Cet. XIII; Jakarta: Intermasa, 1991), h. 1.
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Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata. Dalam pasal
1313 KUHPerdata dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.4 Namun,
para sarjana menyatakan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerdata tersebut
memiliki banyak kelemahan. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa
ketentuaan pasal 1313 KUHPerdata tentang pengertian perjanjian kurang tepat
karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.
Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Hanya menyangkut sepihak. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja
“mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua
pihak. Seharusnya, rumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Jadi, ada
konsensus antara dua pihak.
2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian
“perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan
(zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak
mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
3) Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 BW terlalu luas karena mencakup juga
perjanjian pernikahan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang
dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta
kekayaan saja.
4) Dalam perumusan pasal 1313 BW tidak disebutkan tujuan mengadakan
perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.5
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Abdul Kadir Muhammad menyatakan:
4R.Subekti, R.Tjitrosudibio, KUHPerdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 338.
5Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti,
1993), h. 224-228
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“Perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.6
Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa
ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal.7 Perjanjian tersebut timbul hubungan hukum
antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang saling berjanji, hubungan
hukum mana timbul karena di satu pihak ada hak dan pihak lain ada kewajiban atau
masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan.8
Salim, H.S. mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata
Overeenkomst (Belanda) atau Contract (Inggris). Ada dua macam teori yang
membahas pengertian perjanjian, yaitu: (1). Teori Lama; dan (2) Teori Baru. Dalam
pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Defenisi
perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: (1). Tidak jelas karena setiap perbuatan
dapat disebut perjanjian; (2). Tidak taampak asas konsensualisme; dan (3). Bersifat
dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya
disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan
perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin.
Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas,
6Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti,
1993), h. 224-228
7Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan &
Penerapan Surat Perjanjian Kontrak, Yogyakarta: Cakrawala, 2012, h. 8
8Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Makassar: Alauddin
University Press, 2013, h. 145.
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telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh
atau lenyapnya hak dan kewajiban).9
Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan
dengan perjanjian, adalah :
“suatu hubungan hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum”. 10
Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian
semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang
mendahuluinya. Salim H.S menyebutkan ada 3 tahap dalam membuat perjanjian
menurut teori baru, yaitu:
a. Tahap pracontractual, yaitu adanya penewaran dan penerimaan;
b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para
pihak;
c. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.11
Pendapat Salim H.S., dalam bukunya menyebutkan bahwa kontrak atau
perjanjian merupakan: “Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan
subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang
satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain yang
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah
disepakatinya”.12 Sedangkan menurut J. Satrio, menyebutkan bahwa pengertian
9Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 160
10Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 25
11Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 25
12Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 25
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perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.13
Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal
penting, yaitu:
(1) Kedua belah pihak;
(2) Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat; dan
(3) Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat
dinilai dengan uang.
Wujud perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:
a) Perjanjian Tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara
tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitaan
dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti di
pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah
pihak.
b) Perjanjian Tidak Tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan.
Perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah
alat bukti dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung
pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling percaya untuk mengikatkan
diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.14
2. Pengertian Gadai
Dalam islam, gadai berasal dari kata Arab al-rahn yang berarti tetap (al-
tsubût wa al-dawâm), misalnya kata mâ’ râkid artinya air yang diam dan tergenang.
Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga hutang
13J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya, 1992), h. 322.
14Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam,
Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 122
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dibayar. Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan,
hipotek, atau al-habs (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kata arhana berarti menjadikan
sesuatu sebagai jaminan hutang.15
Dalam Ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan,
disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda
bergerak milik orang yang berutang diserahkan ke tangan orang yang memberi
hutang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut.16 Gadai
mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan. Kata ini sejalan dengan
firman Allah dalam QS. al-Muddatstsir ayat 38:
       
Terjemahan:
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”
Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan ‘barang-
barang berharga’ kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana
barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara
nasabah dengan lembaga gadai.17
Mengenai ketentuan tentang gadai ini diatur dalam KUHPerdata Buku II
Bab XX pasal 1150 sampai pasal 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri
diatur dalam pasal 1150 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut:
15 Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 197
16Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
M), h. 253
17Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Ed. 2, Cet. II; Jakarta: Lembaga Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 246
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“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu
‘barang bergerak’ yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang
atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan
kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya,
dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya
yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu
digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan”18
Dari perumusan pasal 1150 KUHPerdata di atas dapat diketahui, bahwa
gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu
milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan
pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (voorang, prefensi)
kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah lebih dahulu didahulukan
dari biaya untuk lelang dan biaya menyelematkan barang-barang gadai yang
diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang
digadaikan.19
Dari pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai
yaitu :
a. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang.
b. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.
c. Obyek gadai adalah barang bergerak.
d. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur
(dalam kekuasaan kreditur).20
Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda
bergerak sebagai jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi
18R.Subekti, R.Tjitrosudibio, KUHPerdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 297.
19Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Ed-1, Cet-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
h. 105.
20Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 228.
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kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila
debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat accessoir artinya hak
gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian
pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai
atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada
debitur yang di jamin dengan gadai.
Dalam KUHPerdata tentang bentuk perjanjian tidak disyaratkan apa-apa.
Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat
oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun tertulis.
Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik.
Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.
Gadai  merupakan  salah  satu  bentuk  jaminan  kredit  yang  ada,  dimana
lembaga jaminan gadai itu sendiri masih dibedakan antara gadai menurut hukum
Barat  yang  dikenal  dengan  nama Pand dan  gadai  menurut  hukum  adat  yang
dikenal dengan istilah boreg atau cekelan. Suatu hak gadai baru akan tercipta bila
telah ada suatu perjanjian hutang piutang. Bentuk perjanjian ini tidak ditentukan
dalam  ketentuan  hukum  gadai,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Walaupun
demikian phak-pihak yang berjanji lebih menyukai perjanjian yang tertulis, karena
dapat dijadikan sebagai bukti bila kelak terjadi sengketa.
Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Pledge or pawn  : pand” ialah
lembaga jaminan seperti yang kita kenal dengan gadai di Indonesia. Semuanya
tertuju pada benda bergerak.” Pledge adalah “merupakan suatu  jaminan  benda
dengan  cara  penguasaan  dan  penyimpanan  benda  tersebut  untuk kepentingan
pembayaran suatu hutang atau tercapainya beberapa prestasi tertentu”.21
21Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan
Perorangan, (Yogjakarta: Liberty, 1998), h. 25
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Subekti mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengertian gadai yang
termuat dalam Pasal 1150 KUH Perdata, pandrecht adalah : “suatu hak kebendaan
atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata
diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk
mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan  penjualan  benda  itu, lebih
dahulu  dari  penagih-penagih  lainnya”22
Pendapat lain mengenai pengertian gadai juga dikemukakan oleh  Wiryono
Prodjodikoro yang menyatakan bahwa gadai adalah : “sebagai suatu hak yang
didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk  menjamin
pembayaran utang dan memberi  hak  kepada si berpiutang  untuk  dibayar lebih
dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu”23
Dari rumusan tentang pengertian gadai maka dapat disimpulkan tentang
sifat-sifat umum gadai yaitu:
1) Gadai adalah hak kebendaan
Dalam KUHPerdata sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat
(3) KUHPerdata yang berbunyi :
“Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si
pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya
penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya
kembali sebagai mana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan
apabila barangnya gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak
pernah hilang”24
Oleh karena itu, hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai
merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak
22Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2000), h. 79
23Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, (Jakarta: Intermassa,
1986), h. 153
24R.Subekti, R.Tjitrosudibio, KUHPerdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 297.
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kebendaan. Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi
pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai
jaminan.25
Sekalipun dikatakan bahwa hak gadai merupakan hak kebendaan, tetapi hak
gadai disini berbeda dengan hak gadai seperti hak milik, hak postal dan lain-lain,
yang merupakan hak-hak yang bersifat memberikan kenikmatan kepada yang
mempunyainya. Hak kebendaan jaminan yang dikaitkan (accessoir) pada hak
pribadi.
2) Hak gadai bersifat accessoir
Jaminan gadai mempunyai sifat accessoir (perjanjian tambahan) artinya
jaminan gadai bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya
tergantung perjanjian pokok. Hak gadai merupakan tambahan (accessoir) saja dari
perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian pinjam uang, jadi ada atau tidak
adanya hak gadai tergantung dari ada atau tidaknya piutang yang merupakan
perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, hak gadai akan di hapus jika perjanjian
pokoknya di hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak
gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama piutang yang dijamin dengan hak
gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri
sendiri melainkan accessoir terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pinjam utang
atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta outentik.
3) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi
Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian
hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap
melekat untuk seluruh bendanya.
25Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia, (Bandung:
Alumni, 1981), h. 57.
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4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan (hak preferent)
Dapat diketahui dalam pasal 1133 dan pasal 1150 KUHPerdata, pemegang
gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain artinya apabila
debitur cidera janji atau wanprestasi maka ia mempunyai hak untuk menjual
jaminan gadai tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi
hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada
debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum
kreditur yang pertama mendapat pelunasan (droit de preference).
e. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya atau eksekusinya.
Dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata dinyatakan bahwa ”Hak gadai dan
hipotik lebih diutamakan dari pada previlage, kecuali jika undang-undang
menentukan sebaliknya.”26
Pasal tersebut sudah jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang
kuat. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur
wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan
dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum
dengan cara pelelangan dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta
terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga
berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan pasal 1155 ayat (1)
KUHPerdata.
B. Syarat Sahnya Perjanjian
1. Syarat Sahnya Perjanjian Pada Umumnya
26J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.
297.
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Di dalam Hukum Kontrak (Law of Contract) Amerika di tentukan empat
syarat sahnya perjanjian, yaitu :
a. Adanya Offer (Penawaran) dan Acceptance (Penerimaan);
b. Metting of minds (Persesuaian Kehendak);
c. Konsiderasi (Prestasi); dan
d. Competent legal parties (Kewenangan Hukum Para Pihak) dan Legal subject
matter (Pokok Persoalan Yang Sah).27
Di dalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di
dalam pasal 1320 KUHPerdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru)
Belanda. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian,
yaitu sebagai berikut.
1. Adanya Kesepakatan (Toesteming atau Izin) Kedua Belah Pihak
2. Kecakapan Bertindak
3. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp Derovereenskomst)
4. Adanya Kausa yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)
Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan
tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut
baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif
maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa
disebut dengan syarat objektif.
Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian
kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan.
Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun
secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat
saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak dengan lisan, tetapi bahkan
27Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 162
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hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak
secara lisan.28
Sementara itu, kecakapan bertindak adalah Kecakapan atau Kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan
menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian
haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum
sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap/wenang
untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran
kedewasaan adalah telah berumur 21 Tahun dan atau sudah kawin. Orang yang
tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum :
a) Anak di bawah umur (minderjarigheid);
b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
c) Istri (pasal 1330 KUHPerdata), tetapi dalam perkembangannya, Istri dapat
melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.29
Mengenai adanya objek perjanjian, sebagai syarat ketiga untuk sahnya
perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas.
Sesuai dengan pasal 1333 ayat (1) BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus
mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat (2)
menyatakan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau
dihitung. Maksud dalam pasal 1333 BW tersebut adalah barang yang dijadikan
objek perjanjian harus tertentu dan jelas atau setidak-tidaknya harus ditentukan
jenisnya. Misalnya, perjanjian jual beli gula pasir dengan harga Rp. 6.000,-
28Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456
BW, (Ed. 1, Cet. 6; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67-68.
29Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 165.
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dianggap tidak jelas atau tidak tertentu karena tidak ada penjelasan selanjutnya
yang menyatakan secara jelas bahwa Rp. 6.000,- merupakan harga setiap Kg-nya.
Sebaliknya, objek perjanjian yang ditentukan atau dijelaskan kualitasnya, misalnya
jagung merah hasil panen 2013 (jagung produksi baru) dianggap sebagai perjanjian
yang sah walaupun jumlahnya tidak ditentukan, karena jumlah dapat ditentukan
berdasarkan perhitungan.30
Syarat keempat mengenai adanya kausa yang halal, ini juga merupakan
syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk
memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan
disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-
undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum.31
2. Syarat Sahnya Perjanjian Gadai
Dengan terpenuhinya syarat-syarat, perjanjian gadai dapat dijalankan secara
sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk
menggunakan gadai, syariah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada
prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat tabi’iyah karena pelaksanaan
perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak
tunai. Untuk mencapai keabsahan, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian
gadai adalah :
a. Aqidain terdiri dari pihak yang menggadaikan (rahin) dan penerima gadai
(murtahin).
30Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Makassar: Alauddin
University Press, 2013, h. 191.
31 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456
BW, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 69.
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Agar keabsahan dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi
syarat sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai
biasanya berupa perusahaan pegadaian.
b. Objek rahn ialah barang yang digadaikan (marhun).
Keberadaan marhun berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/
hutang (marhun bih). Para fuqaha berpendapat, bahwa setiap harta benda (al-mal)
yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang
(marhun).
Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (‘ainiyah).
Karena itu gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad
(marhun). Syarat penyerahan selain melekat pada objek kebendaan (‘ainiyah), juga
berlaku pula pada akad yang bersifat kebaikan (tabarru’). Tujuan penyerahan
dimaksudkan untuk memegang objek akad (al-qabdu).
Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan (marhun) tidak
harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan.
Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (mal al-
manqul), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang
tidak bergerak (mal al-‘uqar). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan
pembayaran hutang (marhun), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan
hukum .
c. Adanya kesepakatan ijab qabul (sighat akad).
Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan,
yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha
sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang
digadaikan (marhun) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang
(murtahin). Apabila barang gadai telah dikuasai (al-qabdh) oleh pihak berpiutang,
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begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.
Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan
(mu’allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn.32
Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya perjanjian atau akad gadai itu ada 4
yaitu:
a) Berakal;
b) Baligh;
c) Barang yang dijadikan borg (jaminan) sudah ada pada saat akad gadai;
d) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau
wakilnya.33
Dari keempat syarat tersebut di atas dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa
syarat sahnya gadai tersebut meliputi dua hal yaitu:
1. Syarat Gadai Subyektif (Rahn dan Murtahin)
Bahwa dalam perjanjian gadai ini, orang yang melaksaknakan perjanjian
gadai adalah harus memenuhi syarat cukup melakukan tukar menukar benda.
Apabila ia berakal sehat (tidak gila) dan mumayiz (mencapai umur) orang yang
berada di bawah pengampuan dengan alasan amat dungu (ghafah), hukumnya
seperti mumayiz, tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh (15
tahun) diperlukan izin pengampuannya. Apabila pengampu mengizinkan maka
perjanjian gadai dapat dilakukan. Dan bila wali atau pengampu tidak mengizinkan,
maka perjanjian gadai tersebut batal.
2. Syarat Barang Gadai (Marhun)
32 Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.
172.
33M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keseharian Al-Qur’an, (Ciputat:
Lentera Hati, 2000), 255.
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Bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka
boleh untuk dijadikan jaminan (borg) utang. Barang yang dijadikan jaminan sudah
wujud pada waktu perjanjian terjadi. Sehingga memungkinkan bagi barang itu
untuk diserahkan seketika itu pada murtahin dan juga barang tersebut mempunyai
nilai menurut syara', maksudnya adalah: Menurut Ibn Rusyd bahwa mengenai
syarat-syarat gadai yang disebutkan dalam syarat ada dua macam, yaitu: syarat sah
dan syarat kerusakan. Kemudian mengenai syarat-syarat sah yang disepakati pada
garis besarnya, tetapi diperselisihkan segi kesyaratannya yakni penguasaan barang,
kedua yang diperlukannya masih diperselisihkan.
Mengenai penguasaan terhadap barang yang digadaikan, maka garis
besarnya pada firman Allah swt. "maka hendaklah ada barang yang digadaikan
(oleh orang yang berpiutang)" tetapi masih beselisih pendapat, apakah penguasaan
barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai, diperlukan
pemisahan tersebut adalah bahwa selama belum terjadi penguasaan, maka akad
gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Sebaliknya bagi fuqaha' yang
menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah
mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang,
kecuali bila penerima gadai tidak mau penuntutan demikian.34
Ketentuan di atas dapatlah penulis memahami bahwa khilafiyah atau
perbedaan pendapat tersebut di atas bukanlah khilafiyah yang prinsip. Hal ini
disebabkan karena sudut pandang yang berbeda antara mereka. Mereka
berpendapat penguasan itu termasuk syarat sahnya gadai, karena sebelum terjadi
penguasaan. Maka akad gadai itu tidak mengikat bagi orang yang berakad. Jadi
dalam hal ini sebelum terjadinya perjanjian gadai dan bagi mereka yang
34http://www.suduthuku.com/2014/09/syarat-dan-rukun-sah-gadai.html?m=1 (15 April 2017).
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berpendapat penguasaan merupakan syarat kelengkapan gadai, karena akad itu
telah berlangsung, sehingga penguasaan menjadi syarat mutlak dalam gadai.
C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai
Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak
dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda
gadai. Hak-hak dan kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut :
a) Hak-hak pemberi gadai :
1. Ia berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur
sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
2. Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai
apabila barang gadai akan dijual.
3. Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi
dengan pelunasan hutangnya.
4. Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya
dibayar lunas.
b) Kewajiban Pemberi Gadai :
1. Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada
waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
2. Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan
barang yang digadaikan.
3. Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan
oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
4. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang
gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut. 35
35 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2000, h. 89.
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Adapun Hak-hak Pemegang Gadai ialah sebagai berikut :
1) Hak Pemegang Gadai yaitu:
a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi)
Parate eksekusi yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk
mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial
titel. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban
setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, apabila oleh semua
pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lainatau jika tidak ditentukan sesuatu,
maka si berpiutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan
sendiri benda gadai.
Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian yang secara tegas
dinyatakan oleh para pihak, akan tetapi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan
lain. Hak pemegang untuk menjual barang atas kekuasaanya sendiri ini tidak
tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus.
Dalam gadai, penjualan barang harus dilakukan dimuka umum, menurut
kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim
berlaku, kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang
debitur, bunga, dan biasanya dikembalikan kepada debitur, sesuai dengan apa yang
disebutkan dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata.
b. Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim
Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si
berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang
ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.
Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat
kelebihan maka dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualan tidak bisa
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digunakan melunasi hutang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi
tanggung jawab debitur.
Menjual benda gadai untuk mengambil pelunasan-pelunasan dapat pula
terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim untuk melunasi hutang, bunga,
beserta biaya pelelangan.
c. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai
Jika si berpiutang atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai
tetap berada pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan
dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1
KUHPerdata).
d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu
dan berguna, yang telah dikeluarkan si berpiutang atau pemegang gadai untuk
menyelamatkan benda gadai tersebut.
e. Hak Retensi (recht van terughouden)
Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan
dalam gadai maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya,
sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya
hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala
biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.
Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan
benda gadai tersebut selama pemberi gadai belum melunasi hutangnya.
f. Hak didahulukan (recht van voorrang)
Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan
pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan
biaya-biaya (pasal 1150 KUHPerdata), hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau
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pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai
sendiri maupun melalui bantuan hakim (pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdata).
Terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya
yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.36
2) Kewajiban Pemegang Gadai yaitu:
a. Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga
barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kreditur (pasal 1157
ayat (1) KUHPerdata).
b. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
Apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf,
atau jika demikian halnya pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat (2)
KUHPerdata).
Pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan
dari penjualan benda gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk
mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.
c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan
barang gadai dan setelahnyaia mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan
kelebihannya kepada debitur.
d. Ia harus mengembalikan barang gadai apabila utang pokok, bunga, dan biaya untuk
menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas. 37
36 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia, Bandung:
Alumni, 1981, h. 59.
37 Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985, h. 18.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan
(field research) yaitu meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat,
terutama menyangkut tentang perjanjian gadai.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian yang dipilih adalah PT Pegadaian (Persero) Cabang
Polewali Mandar dengan beberapa pertimbangan diantaranya karena di PT
Pegadaian tersebut ditemukan kasus yang meningkat setiap tahun.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam meneliti dan memecahkan masalah
penelitian adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu melihat masalah dari sudut
pandang masyarakat.
C. Sumber Data Penelitian
Data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan
sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a) Sumber Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dan
responden di Kantor PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar.
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b) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library
research) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan,
buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang ada di PT Pegadaian (Persero)
Cabang Polewali Mandar dan data yang diperoleh dari sumber lain yang ada
relevansinya dengan obyek kajian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan
mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui
(Goal of knowing) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara
yang efisien atau akurat.1
Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung
terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer yaitu data yang
didapatkan secara langsung dari informan dan responden di kantor PT Pegadaian
Cabang Polewali Mandar, dengan teknik:
1. Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati
secara langsung obyek yang diteliti.
2. Wawancara
Yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukun  percakapan atau
wawancara  langsung  berupa  tanya jawab  antara  peneliti dengan informan
untuk memperoleh berbagai informasi berupa data.
1 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988,h.91-92.
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3. Angket
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan
tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden sehingga diperoleh
data yang kuat.
E. Instrumen Penelitian
Adapun alat- alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah
sebagai berikut:
1. Pedoman wawancara  yang digunakan dalam melakukan wawancara yang
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa
daftar pertanyaan.
2. Pedoman observasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian gadai dan
proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi di PT Pegadaian (Persero)
Cabang Polewali Mandar.
3. Buku catatan dan alat tulis : berfungsi untuk mencatat semua percakapan
dengan sumber data.
4. Handphone berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
dengan informan.
F. Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif yaitu
analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang  diperoleh
dari kepustakaan yang meliputi literature, ketentuan yang ada  hubungannya
dengan pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali
Mandar dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara
kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian  digunakan untuk
menjawab permasalahan yang ada.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali
Mandar
Pelaksanaan pemberian jasa oleh PT Pegadaian sebagai lembaga perkreditan
selama ini memang menjadi spesialisasi yang berbeda sifatnya dengan lembaga
keuangan yang lainnya karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang
lama. Disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen
yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk
memenuhinya. Namun, di PT Pegadaian begitu mudah dilakukan dan lebih aman,
cepat serta jaminannya pun cukup sederhana.
Penyaluran pinjaman PT Pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar
hukum gadai. Bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal memenuhi syarat sahnya
suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam KUHPerdata tidak
disebutkan secara tegas bentuk perjanjian gadai tersebut.
Besarnya jumlah uang pinjaman di PT Pegadaian disesuaikan dengan nilai
taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat dipengaruhi oleh
golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran SK No.84
tahun 2012 tentang Pembagian Golongan Barang Jaminan.1
Penggolongan pinjaman dan sewa modal yang diberikan kepada nasabah di
PT Pegadaian dibagi menjadi beberapa golongan seperti tabel di bawah ini:
1Sasli Rais, Pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional: suatu kajian kontemporer,
penyunting Dance Y. Flassy, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, h. 139
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Tabel 1.
Penggolongan Pinjaman Dan Sewal Modal PT Pegadaian
Gol. Jangka
waktu
Uang pinjaman
(Rp)
Administrasi
(Rp) Pembulatan
Sewa
Modal/15
Hari
A 120 Hari 50.000,- –
500.000,-
2.000,- 10.000,- 0,75%
B1 120 Hari 550.000,- –
1.000.000,-
8.000,- 50.000,- 1,15%
B2 120 Hari 1.050.000,- –
2.500.000,-
15.000,- 50.000,- 1,15%
B3 120 Hari 2.550.000,- –
5.000.000,-
25.000,- 50.000,- 1,15%
C1 120 Hari 5.100.000,- –
10.000.000,-
40.000,- 100.000,- 1,15%
C2 120 Hari 10.100.000,- –
15.000.000,-
60.000,- 100.000,- 1,15%
C3 120 Hari 15.100.000,- –
20.000.000,-
80.000,- 100.000,- 1,15%
D 120 Hari 20.000.000,- –
Ke Atas
100.000,- 100.000,- 1%
Sumber Data : Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017
Biaya sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah kepada PT Pegadaian
sangat bervariasi. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya suku bunga tersebut
disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan.
Besarnya jaminan diperoleh yakni 80%-90% dari nilai taksiran. Taksiran atas
barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat yang senantiasa di up
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date dari waktu ke waktu untuk menggambarkan nilai pasar barang yang akan
digadaikan.2
Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan
oleh PT Pegadaian, seperti dalam tabel berikut :
Tabel 2.
Jenis-jenis barang jaminan
Janis Barang Jaminan Keterangan
 Barang-barang atau benda-
benda perhiasan
 Barang-barang berupa
kendaraaan
 Barang-brang elektronik
 Mesin-mesin
 Barang-barang keperluan
rumah tangga
 Emas, perak, intan, berlian,
mutiara, platina dan jam
 Mobil, sepeda motor dan sepeda
biasa (termasuk becak)
 Hand phone, televisi, radio, tape
recorder, komputer, laptop,
kamera, dan kulkas.
 Mesin jahit dan mesin kapal motor
 Barang tekstil, berupa pakaian,
permadani, kain, barang pecah
belah dan barang-barang lain yang
dianggap bernilai
Note :Semua barang-barang yang dijaminkan itu harus dalam kondisi baik, dalam arti masih dapat
dipergunakan atau bernilai, hal itu dikarenakan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan
pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai gantinya.3
2Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan, edisi 2, Cet. II. Jakarta: Lembaga Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, h. 505
3Sasli Rais. Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer),
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, h. 136
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Adapun jika barang jaminan dianggap tidak memenuhi syarat oleh PT
Pegadaian maka permintaan kredit tidak dapat diberikan. Barang yang tidak boleh
diterima karena tidak memenuhi syarat menjadi barang jaminan menurut pihak PT
Pegadaian adalah:
1. Barang milik pemerintah (senjata api, pakaian dinas, perlengkapan militer, dan
sebagainya);
2. Barang yang mudah busuk (makanan, obat-obatan, tembakau dan sebagaianya);
3. Barang yang berbahaya dan muda terbakar (tabung berisi gas, minyak tanah,
bensin, petasan dan sebagainya);
4. Barang yang sukar ditaksir nilainya (barang purbakala, historis);
5. Barang yang tidak tetap harganya (lukisan, buku dan sebagainya);
6. Barang lain (hewan ternak, barang dalam proses gutaang piutang, barang
sewaan, titipan sementara dan sebagainya).4
Kredit yang diperoleh dari PT Pegadaian pada umumnya dipergunakan
untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-
hari dan lain-lain. Nasabah datang ke kantor PT Pegadaian dengan membawa
barang-barang yang akan dijaminkan.
Pelaksanaan perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syaratnya
dipenuhi oleh nasabah yang meliputi:
a) Foto copy KTP atau kartu tanda pengenal lainnya (SIM, Paspor) yang masih
berlaku;
b) Barang jaminan yang memenuhi persyaratan;
c) Surat kuasa dari pemilik barang jika barang dikuasakan;
d) Mengisi formulir permintaan kredit (FPK);
4Arfah, “Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Maros”, Skripsi (Makassar, Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h. 43
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e) Menandatangani perjanjian kredit (SBK).5
Proses pelaksanaan perjanjian gadai dan pelunasan perjanjian gadai di PT
Pegadaian adalah sebagai berikut.
1. Proses pelaksanaan perjanjian gadai yaitu:
a. Langkah Pertama
Nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan
menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP atau
identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak PT
Pegadaian. Para nasabah yang bermaksud mendapatkan pinjaman kredit harus
membawa barang jaminannya secara langsung dan menyerahkan kepada petugas
penaksir yang akan menaksir barang tersebut. Setelah itu baru penaksir menetapkan
berapa besarnya pinjaman yang dapat nasabah diperoleh. Jika nasabah setuju
dengan jumlah pinjaman tersebut, maka barang yang telah dinilai ditulis dalam
Surat Bukti Kredit ( SBK ) menurut golongannya.
SBK merupakan akta perjanjian kredit yang sederhana dalam bentuk
formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh PT Pegadaian (Persero), di
mana nasabah harus menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian
(Persero). SBK ini dalam praktek berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah diadakan
perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Selain itu berfungsi sebagai alat untuk
mengambil barang gadainya nanti apabila si pemberi gadai telah melunasi
hutangnya. SBK ditandatangani oleh petugas PT Pegadaian dan nasabah atau
debitur.
Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas
yang menyatu dengan SBK yang memuat :
5Aturan Dasar pegadaian, (Jakarta: Penerbit Kantor Pustaka PT. Pegadaian, 2012) h. 8
46
a) Nama Kantor Pegadaian;
b) Nama dan alamat debitur;
c) Nomor telepon dan pekerjaan debitur;
d) Nama dan jenis barang yang digadaikan;
e) Golongan pinjaman sesuai dengan besarnya nilai pinjaman;
f) Tanggal dimulainya Kredit;
g) Tanggal jatuh tempo;
h) Besar uang taksiran pinjaman;
i) Besar uang pinjaman;
j) Perhatian semacam peringatan;
1. Perhitungan tarif sewa modal dihitung sekian persen berdasarkan golongan
yang dikenakan per 15 hari;
2. Hari sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan
dalam kelipatan 15 bulan ke atas;
3. Jangka waktu maksimum kredit yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan
cara membayar sewa modal;
4. Ketentuan mengenai biaya administrasi terhadap permintaan atau perpanjangan
kredit;
5. Ketentuan lelang terhadap barang yang tidak dilunasi sampai pada tanggal yang
dicantumkan pada point ini;
6. Perhatian untuk meminta bukti pada setiap melaksanakan transaksi
pembayaran.
b. Langkah Kedua
1. Kasir
a) Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat (salinannya) dari penaksir;
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b) Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir formulir permintaan kredit yang
diserahkan oleh nasabah;
c) Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang
tercantum pada SBK;
d) Membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat (salinannya) pada kitir luar di
belakang jumlah uang pinjaman;
e) Mengisi buku Kredit berdasarkan SBK;
f) Membuat laporan Kas berdasarkan buku kredit dan mencocokkannya dengan buku
penerimaan barang jaminan yang dibuat penaksir;
g) Menyerahkan badan SBK dwilipat (salinannya), laporan harian kas dan kitir FPK
kepada Petugas Tata Usaha.
2. Petugas Tata Usaha
a) Menerima badan SBK dwilipat (salinannya) laporan harian kas dari kasir;
b) Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat (salinannya);
c) Mencatat data nasabah pada buku nasabah dan pada setiap akhir bulan jumlah kredit
yang diberikan dicatat pada buku; statistik perkembangan usaha;
d) Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosedur akuntansi kantor cabang.
3. Petugas Gudang
a) Menerima dan menghitung barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir dengan
menggunakan Buku Penerimaan Barang;
b) Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku
Penerimaan Barang Jaminan dan apabila sesuai maka dibubuhkan tanda tangan pada
kolom penerimaan;
c) Melakukan pencatatan di buku gudang;
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d) Barang jaminan yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan rubrik
dan bulan kredit barang jaminan.
Peranan penaksir sangat penting karena secara umum menaksir adalah
menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan
dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi atau harga pasar dan peraturan
yang berlaku untuk masa tertentu.
c. Langkah Ketiga
Nasabah menerima uang dan SBK asli lembar pertama kemudian nasabah
menyerahkan kitir FPK kepada kasir.
Menerima Pinjaman Kredit
Gambar 1: Bagan Prosedur permintaan dan pemberian Kredit gadai di PT Pegadaian (Persero)
Mengenai pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang
Polewali Mandar ini telah sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian dan peraturan
yang ada.
Minat masyarakat yang menggadaikan barang jaminannya ke PT Pegadaian
dari tahun ke tahun cukup pesat. Perkembangan perjanjian gadai di PT Pegadaian
(Persero) Cabang Polewali Mandar selama 5 Tahun terakhir ini dapat dilihat dari
tabel sebagai berikut:
Kasir Loket Penaksir Nasabah
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Tabel 3.
Data Tentang Perkembangan Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang
Polewali Mandar di Rinci dari Tahun 2012-2016
No. Tahun Jumlah Nasabah Nilai Objek Gadai
1 2012 1.135 Rp. 69.238.094.000
2. 2013 1.518 Rp. 82.237.415.000
3. 2014 2.336 Rp. 98.871.353.000
4. 2015 2.974 Rp. 101.849.648.000
5. 2016 3.672 Rp. 106.075.120.000
Sumber Data: Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat
menggadaikan barang jaminannya di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali
Mandar dari Tahun 2012-2016  mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal
ini mengindikasikan bahwa pada awalnya masyarakat belum begitu tertarik dengan
adanya produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian, tetapi seiring
berjalannya waktu masyarakat sudah mulai tertarik dan banyak yang menggunakan
produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian yang telah dibuktikan dengan
jumlah kredit pada tahun 2016 mencapai Rp. 106.075.120.000. Hal ini disebabkan
antara lain:
a) Persyaratan yang ditentukan oleh PT Pegadian untuk mencairkan pinjaman sangat
sederhana;
b) Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman
tepat pada hari yang dibutuhkan, hal ini disebabkan prosedur peminjaman di PT
Pegadian yang tidak berbelit-belit;
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2. Tahap-tahap pelunasan kredit gadai yaitu:
a. Tahap Pertama
1. Nasabah menyerahkan SBK asli;
2. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus
dibayar;
3. Menerima kitir SBK asli bagian luar sebagai tanda bukti pengambilan barang
jaminan;
4. Menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang
jaminan seperti tersebut pada kitir SBK asli bagian luar.
b. Tahap Kedua
1. Kasir
a) Menerima SBK asli dari nasabah:
b) Menerima keabsahan SBK yang diterima;
c) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah yaitu Pokok
pinjaman ditambah sewa modal;
d) Menerima jumlah pembayaran dari nasabah
e) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan (SP) kepada nasabah sebagai tanda
pelunasan;
f) Membubuhkan cap lunas, tanggal dari paraf pada SBK asli yang dilunasi baik pada
badan SBK, kitir bagian dalam dan kitir bagian luar;
g) Melakukan distribusi SBK.
2. Bagian Gudang
a) Menerima kitir SBK bagian dalam;
b) Memeriksa cap lunas tanggal dan paraf kasir;
c) Mengambil barang jaminan ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian
dalam dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan;
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d) Menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan nomor
kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar yang dipegang nasabah;
e) Jika sesuai maka barang jaminan diserahkan pada nasabah yang memegang kitir
bagian luar;
f) Melakukan pencatatan ke dalam buku gudang.
3. Bagian Administrasi
a) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas SBK yang diterima dari kasir pada Buku
Pelunasan, Buku Kas dan pelunasan;
b) Membuat rekapitulasi pelunasan dan mencocokkannya dengan Buku gudang dan
Buku Pelunasan.
c. Tahap Ketiga
Nasabah atau debitur menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan
nomor barang jaminan tersebut pada kitir SBK asli bagian luar (L).
Menerima Slip Pelunasan (SP)
Gambar 2: Bagan Prosedur Pelunasan Perjanjian Kredit Gadai di PT Pegadaian (Persero)
Hak gadai berakhir dengan pelunasan uang pinjaman nasabah yang
mengembalikan pinjamannya dengan membawa SBK ke PT Pegadaian (Persero)
dan menyerahkan SBK kepada kasir yang selanjutnya menghitung bunga pinjaman.
Bunga pinjaman tidak dibayar bulanan tetapi dibayarkan pada saat pinjaman
dilunasi dan petugas menyerahkan benda gadai kepada nasabah.
Nasabah Kasir Bagian Gudamg Bagian
Administrasi
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Namun dalam pelaksanaanya masih banyak debitur atau nasabah yang tidak
mengindahkan perjanjian tersebut sebagaimana yang telah disepakati. Kasus yang
sering terjadi di PT Pegadaian adalah debitur tidak memberikan angsuran pokok
ataupun angsuran bunga, karena bunga yang tergolong cukup tinggi. Apabila
debitur meminjam uang di PT Pegadaian dengan jaminan barang atau dengan istilah
menggadaikan barang kebanyakan debitur enggan untuk menebus kembali terhadap
barang yang telah digadaikan apabila sudah mendapatkan uang pinjaman dari PT
Pegadaian tersebut. Disebabkan karena bunga di PT Pegadaian dengan ukuran
berhitung 15 hari, maka jika benda gadai ditebus pada hari ke-16, maka jumlah
bunga yang dibayar adalah 4 persen.6
Tabel 4.
Pelaksanaan Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali
Mandar dari Tahun 2012-2016
No Pelaksanaan
Tahun
Jumlah Presentase
2012 2013 2014 2015 2016
1 Terlaksana 617 1082 1279 1599 2111 6.688 57
2 TidakTerlaksana 518 436 1057 1375 1561 4.947 43
Total 11.635 100
Sumber Data:Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017
6Yanti (32 Tahun), Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, Wawancara,
Polewali, 17 Mei 2017
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Apabila dilihat dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan
perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar yang
terlaksana dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 adalah 57% sedangkan yang tidak
terlaksana 43%. Bahwa angka presentase 43% ini yang tidak terlaksana dari tahun
ke tahun menunjukkan masih banyak debitur atau nasabah yang tidak memiliki
itikad baik untuk melunasi barang jaminannya di PT Pegadaian (Persero) Cabang
Polewali Mandar.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian
gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar yaitu pada tabel dibawah
ini :
Tabel 5.
Faktor-faktor Penyebab Tidak Terlaksana Perjanjian Gadai di PT Pegadaian
(Persero) Cabang Polewali Mandar
No. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksana perjanjian gadai
1. Kemauan debitur atau nasabah untuk membayar hutangnya sangat
rendah
2. Manajemen usaha debitur atau nasabah sangat lemah
3. Kondisi ekonomi debitur atau nasabah yang rendah
4. Usaha debitur atau nasabah bangkrut
5. Penurunan Harga Emas
Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yusuf, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero)
Cabang Polewali Mandar, 2017
Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak
terlaksananya perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar
adalah antara lain:
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1. Kemauan debitur atau nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah
Rendahnya kemauan nasabah untuk membayar hutang–hutangnya ini
disebabkan karena adanya keperluan yang sangat beragam dan mendesak sehingga
nasabah tersebut tidak mampu membayar utang pinjaman kreditnya di PT
Pegadaian.
2. Manajemen usaha debitur atau nasabah sangat lemah
Pengelolaan bisnis harus disertai dengan manajemen yang baik. Artinya,
nasabah didalam mengembangkan usahanya mempunyai pengetahuan dan skill yang
berkaitan dengan pengelolaan usaha. Tanpa adanya hal itu, maka usaha debitur atau
nasabah tidak dapat berkembang dengan baik. Suatu manajemen dikatakan baik,
apabila nasabah tersebut mempunyai catatan yang berkaitan dengan debit dan kredit
(pemasukan dan pengeluaran). Pada umumnya, pengusaha ekonomi menengah ke
bawah di dalam mengembangkan usahanya tidak mempunyai catatan–catatan
seperti tersebut di atas sehingga mereka tidak mampu menghitung berapa jumlah
keuntungan dan kerugian yang dideritanya.
3. Kondisi ekonomi debitur atau nasabah
Pada umumnya, yang meminjam uang pada PT Pegadaian adalah debitur
atau nasabah menengah ke bawah. Mereka pada umumnya adalah antara lain: para
petani tembakau, pengusaha kecil, dan menengah. Sehingga dalam mengembangkan
usahanya selalu tergantung pada harga pasar yang berlaku.
4. Usaha debitur atau nasabah bangkrut
Setiap nasabah yang mengembangkan bisnis tidak menginginkan usahanya
bangkrut. Mereka tetap menginginkan supaya usaha dagangnya tetap berjalan dan
mendapat keuntungan sebanyak–banyaknya. Bangkrutnya usaha nasabah ini
disebabkan karena usaha yang dikembangkan sangat banyak sedangkan daya beli
masyarakat sangat kurang serta adanya pengaruh krisis ekonomi dan moneter.
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5. Penurunan Harga Emas
Akibat adanya penurunan harga emas, nasabah tidak memenuhi
kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini
diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang
jaminannya dilelang. Sebab nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman
ditambah sewa modal sudah seimbang dengan nilai barang jaminannya. Oleh sebab
itu, tidak memenuhi kewajibannya ini nasabah dikatakan wanprestasi.7
B. Proses Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero)
Cabang Polewali Mandar
Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero)
Cabang Polewali Mandar pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam perjnjian kredit gadai aspek yang menentukan adalah
ditandatanganinya perjanjian kerdit gadai. Penandatanganan perjanjian ini dilihat
dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada
hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk
penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian  merupakan bukti bahwa
keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan
konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti
tertulis yang ada pada PT Pegadaian disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK).
Dalam suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki
kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
7Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar,
Wawancara, Polewali,  21 Juli 2017
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Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara
nasabah dengan PT Pegadaian juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya, hal ini diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata. Jadi dapat
dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati
beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur
maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut,
maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut
dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1238
KUHPerdata yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi
isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah
melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.8
Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah
pihak debitur atau nasabah dari PT Pegadaian. Sedangkan wanprestasi yang
dilakukan oleh kreditur atau pihak PT pegadaian sangat kecil kemungkinannya.
Walaupun PT Pegadaian kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti
PT Pegadaian tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat
dari kelalaian dari petugas yang bekerja di PT Pegadaian. Apabila pihak dari PT
Pegadaian yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka PT
Pegadaian tersebut akan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur
tersebut tidak merasa dirugikan.
Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 jenis, yaitu:
a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b) Terlambat memenuhi prestasi;
c) Memenuhi prestasi secara tidak baik;
8Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, PT Alumni,
Bandung, 2006, h. 238.
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Tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi) dalam suatu perikatan dapat
disebabkan dua hal, yaitu:
1. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena
kelalaiannya;
2. Disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur) atau di luar kemampuan
debitur (overmacht)9
Dalam hal debitur wanprestasi, maka kreditur dapat memilih diantara
kemungkinan tuntutan sebagai akibat dari wanprestasinya debitur seperti yang
diatur dalam pasal 1267 KUHPerdata, yaitu:
a. Pemenuhan perikatan;
b. Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
c. Ganti kerugian saja;
d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.10
Pihak PT Pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang
diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, untuk
menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang,
pihak PT Pegadaian menempuh dua cara yaitu:
1. Secara Damai (Non-Litigasi);
2. Melalui jalur hukum (Pengadilan).
Terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh nasabah, maka pihak
PT Pegadaian akan meneliti dengan cermat setiap tuntutan yang masuk. Ketelitian
tersebut sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak PT
9Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Alauddin University Press,
Makassar, h. 120
10Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, h. 125-126
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Pegadaian, agar masing-masing tidak menderita kerugian.Pada hakikatnya pihak PT
Pegadaian bersedia untuk bertanggung jawab, apabila kerusakan itu benar-benar
terjadi pada saat barang jaminan disimpan oleh kantor PT Pegadaian.
a) Pelaksanaan Penyelesaian secara damai (Non-litigasi)
Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya
merupakan prioritas PT Pegadaian. PT Pegadaian mengutamakan prinsip
kekeluargaan serta mengingat sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi
lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi debitur yang
kehilangan barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan
jaminan di gudang penyimpanan milik PT Pegadaian.
b) Pelaksanaan Penyelesaian melalui jalur hukum (Pengadilan)
Penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui
pengadilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa
ditempuh dengan perdamaian. Upaya pengadilan ini tidak pernah terjadi di PT
Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Hal ini dikarenakan penyelesaian
melalui pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, dalam
kehilangan atau rusaknya barang jaminan lebih baik dengan menempuh upaya
perdamaian.11
Hasil penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa kasus yang terjadi
pada PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar antara lain:
11Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar,
Wawancara, Polewali, 17 Mei 2017.
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1. Debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi
Tabel 5.
Nasbah yang tidak membayar angsuran kredit
No Tahun Nasabah yang tidak membayar angsuran kredit
1 2012 518
2 2013 436
3 2014 1.057
4 2015 1.375
5 2016 1.561
Total 4.947
Sumber Data: Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017
Jika dilihat dari tabel di atas dari Tahun 2012-2016 ada 4.947 (empat ribu
sembilan ratus empat puluh tujuh) debitur atau nasabah yang tidak membayar
angsuran kredit kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar.
Setiap pemberian kredit, pihak kreditur mengharapkan kredit yang
dikeluarkan dapat berjalan baik dan lancar. Dengan demikian kreditur akan
memperoleh keuntungan yaitu pembayaran bunga kredit. Tujuan dari memperoleh
keuntungan dari pemberian kredit ini dinamakan profitability. Permasalahan
nasabah tidak membayar angsuran kredit tentu akan sangat mengganggu
operasional  dari  kerja  PT Pegadaian  tersebut.  Akibatnya PT Pegadaian akan
mengalami kerugian, sehingga akan mengurangi aktif atau pendapatan Perusahaan.
Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai (debitur) dan
penerima gadai (kreditur), maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban bagi para
pihak (pasal 1155 KUHPerdata). Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok
pinjaman dan bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
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Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Kredit (SBK)
disebutkan dan ditentukan tanggal mulainya kredit dan jatuh temponya.
Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan Keputusan Direksi PT
Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi PT Pegadaian.
Dalam Surat Edaran Nomor: SE. 16/0P.1.00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan
SK Direksi Nomor: 020/op.1.00211/01 tentang perubahan Tarif Sewa Modal, telah
diatur tentang jangka waktu gadai. SE itu tidak hanya mengatur tentang Tarif Sewa
Modal, tetapi juga mengatur jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal.
Barang jaminan pada PT Pegadaian terdapat 4 golongan yaitu pada tabel di
bawah ini:
Tabel 6.
Penggolongan Barang Jaminan
No. Gol.
Pinjaman
UP
(Rp)
Sewa
Modal/
15 Hari
Biaya
Administrasi
1. A 50.000,- - 500.000,- 0,75% 1% x UP
2. B 550.000,- - 5.000.000,- 1,15% 1% x UP
3. C 5.100.000,- - 20.000.000,- 1,15% 1% x UP
4. D 20.100.000,- - 200.000.000,- 1% 1% x UP
Ket: UP = Uang Pinjaman
SumberData: Kantor PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar, 2017
Tindakan yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar
apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut:
1) Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo
dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan
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mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah
tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta
bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang
melakukan wanprestasi.
2) Dengan  memakai  hak  pemegang  gadai  yang  disebut  pelaksanaan  segara
(parate eksekusi), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh
kantor PT Pegadaian. Cara ini ditempuh, menurut  ketentuan setelah debitur
diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan
setelah tanggal jatuh tempo,  biasanya  tanggal  lelang  dan tanggal jatuh tempo
telah dicamtumkan di blanko perjanjian gadai.12
PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan
tindakan langsung terhadap benda yang  menjadi  jaminan ketika debitur
wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka
waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.
Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri olehPT Pegadaian (Staatsblad
tahun  1920  No. 133).  Petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam peraturan Mentri
Keuangan No. 40 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Adapun
pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian  berlainan dengan apa yang
dilakukan oleh kantor lelang Negara, tetapi tetap mengacu pada peraturan Menteri
Keuangan No.40 tahun 2006 dan Surat  Edaran Dereksi Pegadaian No. 6 Tahun
2001. PT Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melakasanakan
lelang terhadap barang jaminan gadai dari nasabah atau debitur yg melakukan
12Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar,
Wawancara, Polewali, 17 Mei 2017.
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wanprestasi. Dalam aturan  dasar pegadaian (ADP), maka PT Pegadaian berwenang
untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan PT Pegadaian itu sendiri.
Lelang dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang  atau
menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4
bulan dari tanggal kredit. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang
menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan
sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh pegadaian
kemudian disetorkan langsung ke negara. Jadi, barang yang digadaikan sudah
terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut
dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun
sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat
Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.13
Untuk mengantisipasi agar meminimalkan tindakan wanprestasi oleh debitur
maka pejabat pegadaian harus mengantisipasi sebagai berikut :14
a. Menolak  benda  yang  digadaikan  karena  tidak  boleh  diterima  sebagai benda
gadai  atau  karena  alasan  yang  tidak  disebutkan  oleh  Undang-undang. Hal ini
sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian.
b. Menetapkan jumlah maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan.
c. Melelang  benda  gadai  apabila  jangka  waktu  maksimum  pinjaman  sudah habis,
dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.
d. Menolak benda gadai yang dianggap sebagai benda yang diperoleh tidak menurut
hukum.
13Mas’ud (31 Tahun), Kasir, Wawancara, Polewali, 13 Mei 2017
14Ides Puspita Sari, “Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh
Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekan Baru)”,
Skripsi, (Pekanbaru, Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sulatan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2013)h.
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Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagaisuatu
kelalaian atau ingkar janji, bentuk wanprestasi itu adalah tidak melakukan prestasi
sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi
tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.15
Wanpresatasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:
a) Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu
tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan
batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus
ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau
wanprestasinya.
b) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu
pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah
wanprestasi.16
Mengenai batas waktu pengembalian kredit penulis menanyakan kepada
responden, melalui angket yang disebarkan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan
pertanyaan “Berapa lama waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman
tersebut ?”. Adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut :
15Abdul Thalib dan Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, (Pekanbaru: UIR Pres, 2008), h
171 dalam skripsi ides
16Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan makna pasal 1233 sampai1456
BW, Ed. 1, cet. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 8
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Tabel 8.
Tentang Batas Waktu Pengmbalian Kredit
No. Jawaban responden Jumlah Presentase
1. Tiga Bulan 1 5
2. Empat Bulan 18 90
3. Lima Bulan 1 5
Total 20 100
Sumber Data: Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017
Apabila  dilihat  dari  tabel  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  batas
waktu pengembalian kredit yaitu antara 3 sampai 5 bulan dan di dalam surat bukti
kredit  (SBK). Sebenarnya bahwa batas waktu pengembalian  kredit adalah 120 hari
atau 4 bulan untuk semua jenis pinjaman. Jika dalam waktutersebut belum dilunasi,
maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak PT Pegadaian. Meskipun demikian,
agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka
waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu
saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberikan masa tenggang
waktu sebelum dilaksanakannya lelang.
Pada  dasarnya  lelang  ini  dilakukan  karena  debitur  telah  melakukan
wanprestasi, yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau
dicicil, atau tidak juga memperpanjang kreditnya. Oleh karena itu PT Pegadaian
akan melelang barang jaminan gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan
sebelumnya guna melunasi hutang nasabah. Dalam  KUHPerdata, masalah lelang
diatur dalam pasal 1154 dan pasal 1155 KUHPerdata.
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Pelaksanaan lelang pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar
dilakukan dengan cara:17
a. Pemberitahuan lelang Setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal
lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing.
Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui:
1. Papan pengumuman yang ada di kantor yang bersangkutan;
2. Melalui media informasi, yaitu seperti surat kabar, radio, telepon, dan
sebagainya;
3. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah;
4. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah;
5. Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan
lelang dilaksanakan;
6. Barang  jaminan yang akan  dilelang  dihitung  120  hari  dari  tanggal  jatuh
tempo kredit. Maksudnya, jarak antara tanggal kredit dengan tanggal jatuh
tompo itu harus cukup 120 hari tidak lebih atau kurang (4 bulan). Kemudian
lelangnya akan dilaksanakan pada 5-10 hari setelah tanggal jatuh tempo (sesuai
dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK).
Pada kenyataanya dilapangan yaitu tentang pemberitahuan lelang ada juga
yang tidak terealisasi, seperti halnya tidak adanya pemberitahuan tersebut melalui
media informasi, hal ini tentunya juga akan mengurangi para pembeli untuk ikut
serta dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian terhadap barang
jaminan gadai nasabah atau debitur yang tidak ditebus kembali atau dengan kata
lain melakukan wanprestasi.
Di dalam prakteknya, bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran
kepada nasabah atau debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya, ketentuan ini
17Mas’ud (31 Tahun), Kasir, Wawancara, Polewali, 13 Mei 2017
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hanya terhadap benda gadainya yang nilainya  sangat kecil,  tetapi uang gadainya
besar, maka terhadap nasabah yang lalai, pihak penerima gadai memberikan somasi
kepada debitur satu kali, apabila somasi itu tidak diindahkan, maka penerima gadai
dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.
Berdasarkan hal tersebut melalui angket yang disebarkan kepada responden,
penulis menanyakan tentang “Apakah Bapak/Ibu mendapatkan somasi dari pihak
PT Pegadaian pegadaian bahwa Bapak/Ibu telah jatuh  tempo dan akan  dilakukan
pelelangan terhadap barang jaminan?” adapun  jawabannya dapat dilihat dalam tabel
berikut ini :
Tabel 9.
Tentang Somasi dari Pihak PT Pegadaian
No. Jawaban Responden Jumlah Presentase
1. Ya 17 85
2. Tidak 3 15
Total 20 100
Sumber Data: Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017
Tabel diatas menunjukkan bahwa 17 mengatakan bahwa mereka diberi tahu
terlebih dahulu tentang hutang yang telah jatuh tempo atau mendapat peringatan
dari pihak PT Pegadaian dan akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan
milik debitur tersebut dan 3 orang mengatakan tidak menerima somasi (teguran dari
pihak pegadaian) masalah hutang yang sudah jatuh tempo.
Kebanyakan debitur atau nasabah tidak mengindahkan teguran tersebut
sehingga pihak PT Pegadaian merasa tidak perlu lagi untuk memberikan peringatan
kepada nasabah mengenai hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut, dan mengenai
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hal itu juga sudah diatur dalam Surat Bukti Kredit (SBK), sehingga pihak PT
Pegadaian tidak perlu melakukan pemberitahuan lagi.18
b. Persiapan lelang
Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan
kegiatan antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat
penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan
dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit.
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam persiapan lelang, antara lain:19
1. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan
yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian, barang tersebut akan dilelang sesuai
dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK;
2. Sebelum lelang Pemimpin PT Pegadaian akan membentuk Tim Pelaksanaan
Lelang (sesuai dengan peraturan perusahaan) yang terdiri dari 3 orang yaitu 1
(satu) orang Ketua (Pemimpin PT Pegadaian atau  salah satu Pegawai yang di
tunjuk) dan 2 (dua) orang anggota yang  bertugas  sebagai  kasir  lelang  dan
petugas administrasi;
3. Panitia lelang minimal sudah terbentuk 2 minggu sebelum  pelaksanaan lelang;
4. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang
gudang kepada panitia lelang (barang  jaminan yang  akan  dilelang
dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling lambat 5 hari  sebelum lelang
dilaksanakan);
5. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan
yang tertera pada SBK;
18Muh. Amir (45 Tahun), Pengelola Agunan, Wawancara, Polewali, 13 Mei 2017
19Mas’ud (31 Tahun), Kasir, Wawancara, Polewali, 13 Mei 2017
68
6. Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang
seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut  ditulis pada
halaman belakang SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari rendah dari
taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak
PT Pegadaian atau debitur, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.
c. Pelaksanaan lelang
1. Lelang harus dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksanaan Lelang yang telah
ditentukan sebelumnya;
2. Apabila salah satu anggota Tim Pelaksanaan Lelang berhalangan hadir, maka
pekerjaan anggota tersebut diambil alih oleh ketua Tim lelang atau diganti
dengan pegawai yang lain;
3. Lelang dilaksanakan diruangan publik, agar dapat diakses oleh seluruh calon
pembeli dalam lelang barang jaminan gadai tersebut;
4. Peserta lelang terbuka untuk umum (siapa saja berhak atau  mempunyai hak
yang sama), dimana lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan;
5. Barang-barang yang dilelang harus menurut urutan nomor SBK;
6. Penawaran lelang dilakukan secara meningkat sehingga akan dapat
menghasilkan nilai jual yang optimal (harga pasar yang berlaku secara umum);
7. Hasil penjualan lelang dicatat dalam buku atau formulir yang telah disediakan
sebelumnya oleh PT Pegadaian;
8. Dalam pelaksanaan lelang Ketua Tim Lelang akan menyebutkan keterangan-
keterangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual  sesuai dengan
SBK. Adanya cacat dari barang jaminan tersebut harus diumumkan pada waktu
lelang, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak  yang dirugikan dikemudian
hari;
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9. Ketua Tim Lelang harus mengatur supaya barang jaminan tersebut  jangan
sampai terjual cepat. Kepada pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan
penawaran. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, dan tidak adanya
penawaran lagi maka harga penjualan akan ditetapkan.20
d. Hasil lelang
Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang
yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut
akan dilelang untuk dilelang berikutnya. Terhadap barang yang sudah laku dilelang,
maka semua pembayaran diwaktu lelang dilakukan secara tunai.
Bea lelang pembeli 9% dibayar oleh pembeli yang sudah termasuk dalam
pembelian lelang dan Bea lelang untuk dana sosial atau uang miskin sebasar 0.7%
dibayar oleh pembeli lelang yang sudah termasuk dalam pembelian lelang.
Terkait hasil pelelangan barang jaminan milik debitur atau nasabah, apabila
hasil pelelangan lebih tinggi dari pada harga dasar lelang, maka sisa kelebihannya
akan diberikan kepada kepada debitur atau nasabah. Namun apabila hasil penjualan
lebih rendah dari pada harga dasar lelang, maka pihak PT Pegadaian tetap
melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah terhadap sisa kekurangannya.21
2. Benda yang digadaikan hilang dalam penyimpanan
Benda jaminan milik nasabah yang hilang merupakan kejadian yang jarang
terjadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Namun pada tahun
2012, pernah kejadian kehilangan barang elektronik milik nasabah yaitu televisi 32
inch dengan merk Samsung dengan kondisi baik. Terhadap keadaan demikian lewat
kebijakan dan tindakan cepat dilakukan oleh pihak PT Pegadaian tersebut atas
20Mas’ud (31 Tahun), Kasir, Wawancara, Polewali, 13 Mei 2017
21Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar,
Wawancara, Polewali, 17 Mei 2017.
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pengganti kerugian terhadap benda jaminan milik nasabah ialah dengan mengganti
kerugian secara penuh atau mengganti dengan benda sejenis yang sama bahkan ada
yang lebih dari harga barang tersebut.22
Penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah
mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak PT Pegadaian.
Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung
rugi bagi pihak PT Pegadaian, yaitu keamanan kredit terjaga dan di lain pihak
adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang.
Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang, maka pihak
PT Pegadaian telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam Pasal 13 ayat (1) Aturan Dasar PT Pegadaian, ditetapkan bahwa pihak PT
Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-
baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya;
b. Pasal 25 ayat (2) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, mengharuskan setiap orang
yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang;
c. Pasal 25 ayat (10) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, tidak memperkenankan siapa
saja ada didalam gudang untuk merokok agar tidak terjadinya kebakaran;
d. Pasal 25 ayat (14) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menerangkan bahwa, barang
yang tidak disimpan dalam lemari besi harus selalu dibersihkan oleh petugas
gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya cash laptop
oleh binatang kecil seperti rayap, tikus maka gudang harus secara teratur disemprot
dengan insektisida;
22Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar,
Wawancara, Polewali, 17 Mei 2017.
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e. Pasal 16 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, mengharuskan adanya (3)
buah alat pemadam kebakran dilengkapi denan isi cadangannya dan alat tersebut
ditaruh ditepat yang mudah dijangkau;
f. Pasal 16 ayat (4) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menyebutkan, bahwa kantor
cabang yang mendapat musibah kebakaran maka yang wajib diselamatkan adalah
buku pokok yang masih digunakan, semua uang dan isi peti besi, Surat Bukti
Kredit, buku lainnya, dan barang jaminan.
Meskipun pihak PT Pegadaian telah menjaga keselamatan dan keamanan
barang jaminan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi kemungkinan adanya
kerusakan atau kehilangan barang jaminan tetap terbuka. Terhadap barang jaminan
yang mengalami kerusakan atau hilang, pihak PT Pegadaian telah memiliki
peraturan tersendiri yang mengatur masalah tersebut, yaitu:
1) Pasal 13 ayat (2) Aturan Dasar PT Pegadaian menyebutkan, bahwa pihak PT
Pegadaian bertanggung jawab terhadap semua kerusakan barang jaminan baik
yang diakibatkan oleh kebakaran atau terbakar atau sebab lainnya. Pasal 14 ayat
(3) menyebutkan bahwa, nasabah atau debitur yang merasa barangnya
mengalami kerusakan atau sebab lain dan merasa keberatan untuk melaporkan
kepada Kepala Cabang. Apabila nasabah minta ganti kerugian, maka pihak PT
Pegadaian wajib menggantinya. Dalam hal ini barangnya berasal dari pihak PT
Pegadaian dan nasabah tidak dapat menuntut uang ganti kerugian.
2) Pasal 6 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menyebutkan bahwa, uang
ganti kerugian hanya dapat dibayar apabila barang jaminan itu mengalami
kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, basah, dimakan binatang (rayap,
tikus, dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan biasa
seharusnya dapat dicegah oleh pihak PT Pegadaian seperti kehilangan karena
pencurian atau disebabkan karena kekeliruan dari pegawai PT Pegadaian.
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Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian mengacu pada ketentuan yang telah
baku yaitu pasal 13 ayat (2) dan (3) Aturan Dasar PT Pegadaian yang menyatakan:
“ Pemerintah bertanggung jawab atas segala kerusakan barang gadai akibat
terbakarnya atau sebab lain yang dapat dijaga”.
PT Pegadaian menanggung semua kerusakan yang terjadi karena kebakaran
atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewajiban menjaga dari pihak PT
Pegadaian, tetapi jika barang gadai tersebut nilainya turun akibat tidak mendapat
perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti rugi.23
3. Benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan
Benda yang dijaminkan rusak biasanya terjadi karena rayap atau sebab-
sebab lain, hal ini disebabkan kurangnya perhatian terhadap keadaan gudang atau
ruang penyimpanan di PT Pegadaian tersebut.
Kerugian yang dialami atas rusaknya beberapa benda jaminan berupa
barang-barang elektronik yang salah satunya sebuah sepeda motor merek Yamaha
Mio dengan kondisi baik dan lengkap atas jaminan milik nasabah yang tidak dapat
di pakai lagi karena rusak atau tidak mendapatkan perawatan selama dalam
penyimpanan, kejadian ini disebabkan atas kelalaian dari pihak PT Pegadaian
tersebut. Sebagai tindak lanjut dari tindakan ini, PT Pegadaian berpatokan pada isi
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Barang Bergerak, yaitu penggantian sebesar
125% bagi benda jaminan emas dan elektronik. Sepeda Motor Merek Yamaha Mio
atas jaminan milik nasabah pada saat itu HPS (Harga Pasar Setempat) yang di
tetapkan oleh PT Pegadaian tersebut sebesar Rp 12.420.000,- (dua belas juta empat
ratus dua puluh ribu rupiah) dengan patokkan taksiran sebesar 75% pada waktu itu,
23Muh. Amir (45 Tahun), Pengelola Agunan, Wawancara, Polewali, 13 Mei 2017
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maka didapat nilai taksiran sebesar Rp 9.315.000 (sembilan juta tiga ratus lima
belas ribu rupiah), maka besarnya uang ganti kerugian yang dapat diberikan kepada
nasabah adalah 125% x Rp. 9.315.000 = Rp. 11.643.750,- (sebelas juta enam ratus
empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pemberian uang ganti kerugian
tersebut dapat diterima oleh nasabah, apabila nasabah telah melunasi uang pinjaman
dan bunganya.24 Ganti rugi sebesar ini jelas akan merugikan nasabah karena tidak
cukup membeli satu sepeda motor merk Yamaha Mio seperti yang rusak dari PT
Pegadaian karena harga pasar motor tersebut adalah sebesar Rp 12.420.000,-. Besar
ganti rugi yang diberikan PT Pegadaian tersebut dinilai secara philosofi tidak
mencerminkan prinsip keadilan baik secara material dan psikologis barang jaminan,
misalnya secara material jumlah ganti rugi tidak dapat lagi dibelikan barang jaminan
seperti sedia kala sedangkan secara psikologis dan historis, kondisi barang jaminan
tersebut tidak dapat dibuat seperti bentuk aslinya.
Terhadap tanggung jawab PT Pegadaian dengan langkah-langkah demikian,
memang kadang mengundang ketidak puasan bagi debitur atau nasabah. Misalnya
penggantian 125% terhadap benda emas dan elektronik, dianggap masih kurang
pantas.25
Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pemberi gadai
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu
yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Kata “kerugian” dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena pemberi
gadai melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib
24Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar,
Wawancara, Polewali, 17 Mei 2017.
25Hasbiah (44 Tahun), Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, Wawancara,
Polewali, 19 Mei 2017
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diganti oleh pemberi gadai terhitung sejak ia dinyatakan lalai.26 Kewajiban ganti
rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif
menjadi kemestian pemberi gadai, setelah pemberi gadai dinyatakan lalai dalam
bahasa belanda disebut dengan ”in gebrekke stelling” atau”in morastelling”. Ganti
kerugian sebagaimana termaksud dalam pasal 1243KUH Perdata di atas, terdiri dari
tiga unsur yaitu:
1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos service, biaya
materai, biaya iklan dan biaya lainnya;
2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik penerima gadai akibat
kelalaian pemberi gadai, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan
penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga
merusakkan perabot rumah tangga;
3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama
piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh
karena kelambatan penyerahan bendanya. Ganti kerugian harus berupa uang,
bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain.
Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam ganti kerugian itu tidak selalu
ketiga unsur tersebut harus ada. Kemungkinan hanya kerugian yang sesungguhnya,
atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian
sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.
Untuk melindungi pemberi gadai dari tuntutan sewenang-wenang pihak
penerima gadai, Undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang
26Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000),
h. 207.
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harus diberikan oleh pemberi gadai sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi)
yang meliputi:
(1) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (pasal 1247
KUHPerdata);
(2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi pemberi gadai, seperti yang
ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdata. Untuk menentukan syarat “akibat
langsung” dipakai teori adequate. Menurut teori ini, akibat langsung ialah
akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga
akan terjadi. Timbulnya wanprestasi, pemberi gadai selaku manusia normal
dapat menduga akan merugikan penerima gadai;
(3) Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 ayat (1)
KUHPerdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Tetapi menurut yurisprudensi, pasal 1250 KUHPerdata tidak dapat
diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan
hukum.
Penetapan ganti rugi untuk agunan yang hilang sebesar 125% dari nilai
taksiran yang diterapkan selama ini oleh PT Pegadaian perlu dikoreksi lagi karena
ini hanya bersifat umum dan merata untuk semua jenis agunan dari perhitungan
secara sederhana.
Ketentuan ganti rugi sebesar 125% yang selama ini diterapkan yang
dicantumkan dalam klausul perjanjian dibelakang SBK adalah ketentuan sepihak
dari pegadaian kendati nasabah telah menandatangani SBK namun jika dalam hal
ganti rugi atas aguan yang rusak atau hilang nasabah merasa ganti rugi yang
diberikan terlalu rendah karena tidak sesuai harga pasar yang berlaku maka nasabah
berhak mengajukan protes bahkan membawa masalahnya ke pengadilan. Hak
76
nasabah ini pun telah diakomodasikan dalam klausul perjanjian kredit dibagian
belakang SBK butir sebelas yang menyatakan bahwa :
“Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan
musyawarah untuk mufakat jika ternyata perselisihan ini tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri setempat”.
Namun menurut bagian Pengelola Agunan PT Pegadaian tersebut, harga
demikian adalah sudah tepat arena merupakan harga yang didasarkan pada taksiran
sebenarnya secara internasioanl. Jika debitur atau nasabah tidak menerima
penggantian kerugian tersebut sebesar 125%, maka pihak PT Pegadaian akan
mengambil upaya penyelesaian dengan musyawarah. Oleh karenanya dapat menjaga
hubungan baik antara PT Pegadaian dengan nasabahnya dalam hal ini dapat
melakukan tawar menawar mengenai besarnya ganti kerugian yang mungkin
diterimanya akan lebih besar dibandingkan melalui aturan yang berlaku
sebagaimana mestinya.27
27Muh. Amir (45 Tahun), Pengelola Agunan, Wawancara, Polewali, 19 Mei 2017
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali
Mandar belum efektif, karena masih banyak nasabah yang tidak mengindahkan
pelaksanakan perjanjian gadai di PT Pegadaian tersebut sehingga yang
terlaksana yakni hanya 57% sedangkan pelaksnaan perjanjian gadai yang tidak
terlaksana 43%.
2. Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero)
Cabang Polewali Mandar yaitu:
a. Bagi nasabah yang wanprestasi:
1) Sebelum jatuh tempo, pihak PT Pegadaian menegur nasabah dengan cara
menelepon, SMS sebanyak 3x dan menyurati nasabah.
2) mengambil upaya lelang yaitu parate eksekusi.
b. Bagi pihak PT Pegadaian yang wanprestasi:
1) Jika barang jaminan nasabah hilang, maka pihak PT Pegadaian akan mengganti
kerugian dengan membayar secara penuh atau keseluruhan.
2) Jika Barang jaminan nasabah rusak maka pihak PT Pegadaian akan mengganti
kerugian dengan membayar sebesar 125% dari nilai taksiran barang atau bisa
lebih sesuai dengan kesepakatan serta kebijakan dari pihak PT Pegadaian itu
sendiri.
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B. Saran
1. Perlu dipertimbangkan prosedur standar yang baik berupa mekanisme
pemberitahuan terhadap nasabah menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban
debitur dalam perjanjian gadai.
2. Penetapan ganti rugi untuk agunan yang hilang atau rusak sebesar 125% dari
taksiran yang diterapkan selama ini perlu dikoreksi karena hanya bersifat
umum dan merata untuk semua jenis agunan dari perhitungan secara
sederhana. Maka pembayaran ganti rugi seharusnya besaran ganti rugi harus
memperhitungkan harga beli agunan sesuai harga pasar dan sedapat mungkin
juga memperhitungkan biaya atas kelalaian PT Pegadaian serta biaya
psikologis dan historis dari nasabah sebagai pemilik agunan dan juga hal ini
tidak bertentangan secara hukum.
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